BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ l0(9 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BALANGAN,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 dan
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat .
Daerah menyusun Rencana Kerja Perubahan f

Satuan Kerja Perangkat Daerah;
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b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 367 ayat
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun |
2017, rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
tahun berjalan pada Rencana Kerja Perubahan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 meliputi pergeseran kegiatan,
penghapusan keglatan, penambahan kegiatan baru,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan
pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan
kelompok sasaran kegiatan dan untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan dan
penganggarannya periu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana
Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);




2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);0

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang  tentang  Laporan  dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

7. Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; |
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuwangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024.

KESATU . Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan dokumen perencanaan untuk tahun
berjalan yang selanjutnya menjadi pedoman unit kerja
di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rancangan Perubahan Kegiatan dan
Anggaran untuk tahun 2024.

KETIGA . Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup
Pemerintah Kabupaten Balangan agar segera
menetapkan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2024 selambat-lambatnya 2
(dua) minggu setelah Keputusan ini ditetapkan.




KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

| Ditetapkan di Paringin
‘ pada tanggal 12 jul) o
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